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 KARTU INDONESIA SEHAT: Petugas membagikan kartu Indonesia sehat (KIS) kepada warga pada kegiatan Penyaluran Jaminan 
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, kemarin. Menurut data Dinas Kesehatan Kota 
Surakarta, hingga April 2018 telah disalurkan kartu JKN-KIS kepada 40.639 kepala keluarga atau 102.247 jiwa.
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KARENA diduga memeras wajib pajak 
dengan nilai Rp50 juta, pegawai 
pajak, RA, yang bertugas di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Bangka, kemarin, terjaring Operasi Tangkap 
Tangan (OTT) Direktorat Kriminal Khusus 
(Ditkrimsus) Polda Bangka Belitung.

Wakil Direktur Kriminal Khusus (Wadirkrim-
sus) Polda Babel, Ajun Komisaris Besar (AKB) 
Indra Krimayandi, mengatakan RA ditang-
kap di Bangka Botanical Cafe di Jalan Ayani 
Pangkalpinang. Dari tangannya, lanjut Indra, 
barang bukti uang pecahan Rp50 ribu dengan 
total Rp50 juta dalam amplop warna cokelat 
disita. Dua ponsel dan kartu kredit atas nama 
tersangka juga diambil.

“Tersangka ini kita tangkap berdasarkan la-
poran dari wajib pajak yang mengaku diperas 
tersangka. Nah dari tangan tersangka kita 
amankan uang tunai Rp50 juta, yang kita duga 
uang hasil pemerasan,” kata Indra, dalam 
jumpa pers, kemarin.

Indra menyebutkan modus yang dilakukan 
tersangka ialah menghubungi wajib pajak 
(korban), kemudian tersangka mengirim no-
mor rekening kepada korban untuk meminta 
sejumlah uang.

Karena permintaan RA tidak dipenuhi 
korban, ujar Indra, tersangka mengirimkan 
data kepemilikan saham dan mengancam 
akan mengeluarkan surat imbauan/ teguran 
atas pas fi nal, dengan alasan korban belum 
melaporkan saham tersebut pada saat Tax 
Amnesty 2016/2017. “Modusnya tersangka 
minta sejumlah uang kepada wajib pajak itu 
karena wajib pajak tidak melaporkan saham-
nya saat tax amnesty. Jumlahnya mencapai 
Rp700 juta,” ujarnya.

Karena merasa ditekan RA, Senin (9/4), se-
telah melaporkan ke pihak kepolisian, korban 
menjebak pegawai pajak tersebut dengan 
sengaja mengajaknya bertemu di sebuah kafe 

di Jalan Ayani Pangkalpinang. Di lokasi itu kor-
ban seolah-olah menuruti kemauan RA dengan 
menyerahkan uang seperti yang diminta. 

Transaksi seakan-akan berjalan normal 
sesuai dengan skenario RA. Namun, sekitar 
pukul 13.40 WIB tersangka diringkus petugas 
saat membawa uang Rp50 juta ke mobil toyota 
Rush miliknya. “Kita tangkap saat membawa 
uang hasil pemerasan ke dalam mobilnya. 
Saat itu ia berusaha kabur, tapi berhasil kita 
tangkap,” ungkap Indra.

Indra membenarkan wajib pajak yang 
diperas tersangka memang mempunyai 
usaha, tetapi usahanya sudah tidak berjalan 
lagi. Hal itu jadi kesempatan tersangka me-
merasnya. “Atas perbuatan ini, tersangka 
terancam hukuman 3 hingga 4 tahun penjara,” 
ucap Indra.

Proses hukum
Kepala KPP Pratama Bangka Dwi Hariadi, 

dalam menanggapi aksi anak buahnya, mene-
gaskan OTT terhadap pegawai pajak Bangka 
harus dijadikan sebagai pelajaran bagi selu-
ruh petugas pajak. Dwi menuturkan RA untuk 
sementara sudah diskors dari tugasnya, yaitu 
petugas pengawas dan konsultasi pajak KPP 
Pratama Bangka.

Selanjutnya, KPP Pratama Bangka, menu-
rut dia, menyerahkan seluruh proses hukum 
ke pihak kepolisian dan tindakan lanjutan 
akan dikenakan setelah ada keputusan hu-
kum tetap.

Dwi pun mengimbau seluruh masyarakat 
atau wajib pajak jangan mengiming-imingi 
petugas pajak dengan sejumlah uang untuk 
menutupi kewajiban pajak. Wajib pajak, jika 
menemui ada petugas yang bermain seperti 
kasus RA, supaya melapor ke pihak berwajib. 
“Wajib pajak jangan mengiming-imingi petu-
gas dengan uang. Jika ada wajib pajak yang 
merasa diperas, silakan melapor, sebab kasus 
ini membuat saya kaget, ternyata di tubuh KPP 
Pratama belum sepenuhnya bersih, masih ada 
yang nakal,” tegasnya.(N-1)
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 PELEPASLIARAN LOBSTER SELUNDUPAN: Anggota kepolisian perairan bersama Balai 
Karantina Ikan Wilayah Banyuwangi dan tersangka penyelundup melepasliarkan lobster hasil sitaan 
di Mako Satpolair Banyuwangi, Jawa Timur, kemarin. Lobster hasil sitaan yang beratnya di bawah 
ukuran standar dagang itu dilepasliarkan di perairan Selat Bali yang diharapkan dapat menjaga 
kelestarian lobster dan menambah stok lobster di alam.

Di tengah upaya pemerintah menertibkan dan 
mempermudah prosedur perpajakan, masih saja 
ada pegawai pajak yang memeras wajib pajak.

ANGGARAN pendapatan dan belanja daerah 
(APBD) Kabupaten Bengkalis, Riau, terancam 
mengalami defi sit hingga Rp1 triliun atau le-
bih besar lagi jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya apabila rasionalisasi anggaran 
tidak dilakukan.

Kekhawatiran tersebut dikemukakan Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkalis, 
Abdul Kadir di Bengkalis, kemarin. “APBD ta-
hun ini harus dilakukan rasionalisasi terlebih 
dahulu karena nilai APBD yang sudah disah-
kan tidak seimbang dengan penerimaan yang 
akan didapat,” kata Abdul Kadir.

Menurut politikus PAN itu, kondisi ke-
uangan daerah saat ini semakin terpuruk aki-
bat sejumlah faktor. Salah satu indikator yang 
menyebabkan terjadinya defisit anggaran 
2016 dan 2017 ialah kekurangan bayar dari 
pemerintah pusat pada sektor penerimaan 
dana bagi hasil (DBH) migas.

“Untuk itu, saya mengimbau dan menegas-
kan kepada seluruh Organisasi Pemerintahan 
Daerah Bengkalis untuk tidak melakukan 

pelelangan proyek dengan menyerahkan 
rencana umum pengadaan barang dan jasa,” 
katanya. 

Menurut kadir, sejak 2016 pemerintah pusat 
tidak pernah utuh mentransfer DBH Migas 
kepada Bengkalis sehingga berdampak pada 
pembiayaan kegiatan, termasuk pengadaan 
barang dan jasa yang harus dilakukan secara 
tunda bayar sejak 2016.

Pada 2018, berkaca dari penerimaan DBH 
Migas triwulan I (Januari-Maret), pusat hanya 
mentransfer 20% dan dikhawatirkan pada 
triwulan II, III, dan IV, DBH Migas hanya me-
nerima transfer 20% per triwulan. 

Kadir menjelaskan, dengan penerimaan 
DBH Migas di bawah 100%, ditambah pene-
rimaan lain-lain, seperti DBH pajak sejumlah 
sektor, PAD, DAU, dan DAK, kondisi keuangan 
Bengkalis sekitar Rp2,8 triliun hingga Rp3 tri-
liun, minus Rp600 miliar dari nilai APBD yang 
disahkan, ditambah lagi dengan pembayaran 
utang pihak ketiga dan Dana Desa 2017 yang 
berjumlah sekitar Rp450 miliar. (Ant/N-1)
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